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ABSTRAK 

Kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) merupakan layanan 

pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan 

informasi pemerintahan daerah lainnya secara terintegrasi dan berkesinambungan. 

Kebijakan ini juga membawa keterbukaan informasi pada publik, dimana melalui 

kebijakan SIPD menjamin setiap individu untuk dapat mengakses informasi 

pemerintahan daerah sesuai kebutuhan masyarakat secara efektif dan mudah. Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sistem 

informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah 

daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan 

pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi 

pemerintahan daerah (SIPD) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Timur telah berjalan dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat jalannya pelaksanaan 

kebijakan. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penlitian ini yaitu pada 

sarana sistem layanan yang disediakan Kementrian Dalam Negeri (Kemedagri) sering 

kali mengalami trouble. Adapun hal ini terjadi karena melonjaknya akses secara 

nasional yang dilakukan OPD secara nasional diwaktu tertentu pada layanan sistem 

informasi pemerintahan daerah (SIPD). 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan dan SIPD. 
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ABSTRACT 

The local government information system (SIPD) policy is a service for managing 

local development information, local financial information, and other local 

government information in an integrated and sustainable manner. This policy also 

brings information disclosure to the public, where through the SIPD policy 

guarantees every individual to be able to access local government information 

according to community needs effectively and easily. This study aims to examine how 

the implementation of the local government information system (SIPD) policy in 

improving local government accountability in the General Bureau of the Regional 

Secretariat of East Java Province. The method used in this research is a qualitative 

method with descriptive analysis and data collection obtained through interviews and 

research observations. The results showed that the implementation of the regional 

government information system (SIPD) policy at the General Bureau of the Regional 

Secretariat of East Java Province has been running and implemented well. However, 

in its implementation there are still several obstacles that hinder the implementation 

of the policy. The inhibiting factor found in this research is that the service system 

facilities provided by the Ministry of Home Affairs (Kemedagri) often experience 

trouble. This happens because of the surge in national access by OPDs nationally at 

certain times to the regional government information system (SIPD) service. 

Keywords: Implementation, Policy and SIPD. 
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